LEMEARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 SUKOHARIO
NOMOR 14 TAHUN 1993 SERI B NO. &
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“RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1
SUKOHARJIO
NOMOR 2 TAHUN 1993
TENTANG
10IN PEMELIHARAAN TERNAK BARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

a. bahwa untuk lebih mendorong per-
tumbuhan dan pengembangan Sub

Sektor FPeternakan perlua mengambil
langkah-langkah untuk menciptakan

ketertiban pemeliharaan peternakan
pada umumnya dan peternakan babi

pada khususnyajg

mbang

langkah pelaksa-

b. bahwa salah satu
a

naan sebagaimana tersebut huruaf
diatas adalah memberikan kemudahan
dalam memperoleh ijin pemeliharaan

ternak babi;

Daerah Kabupaten

bahwa Feraturan
Nomot

Daerah Tingkat II Sukoharjo
< Tahun 197@ yang diundangkan pada
tanggal 17 Desember 1971 tentang
Femeliharaan Rabi sudah tidak

SESILAL e
185

r
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Mengingat

1.

19

sesuai lagi dengan Perkembang,
dewasa inij ‘
bahwa sehubungan hal

tersehy
diatas perlu mencabut dan menggan

ti Feraturan Daerah Kabupate
Daerah Tingkat II Sukoharjio Nomo
2 Tahun 1970 yang diuwndangkan pad

tanggal 17 Desember 1971

denga
Feraturan Daerah.

Undang—undang Nomar 5 Tahun 197

tentang Fokok-pokok Femerintaha
Di Daerah;

Undang—undang Nomor 13 Tahun 195
tentang Fembentukan Daerah—-daera

Kabupaten dalam lingkungan Propin
si Jawa Tengahs;

Undang—undang Nomor 12/Drt Tahu

1957 tentang Feraturan Umum Retri
busi Daerah;

Undang-undang Nomor & Tahun 196

tentang Ketentuan Paokok Peternaka
dan Kesehatan Hewan;

Feraturan Femerintah Nomor 1

Tabun 1977 tentang Usaha Feternd
kan;

Peraturan

Lal

FPemerintah Nomor 4

Tahun 1986 tentang Analisis Damp?
Lingkungang

Keputusan Menteri Fertanian Re?g:
lik Indonesia No. S62/K.S/TN-I*

5/199@ a w8l
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5/1990 tentang Ketentuan  dan

Tatacara Pelaksanaan Pemberian
Ijin dan Pendaftaran Usaha Feter-
nakan.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkan II Sukoharjo Nomaor 8 Tahun
19846 tentang Fedoman Pengusulan -
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil sebagai
Penyidik pada Femerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo.

persetujuan Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah
ten Daerah Tingkah IT Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

pkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG IJIN
FPEMEL IHARAAN TERNAK BARI

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Feraturan Daerah ini
dimaksud dengan :

yang

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerin-

tah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo;

ﬁupati Kepala Daerah adalah Bupati
‘®pala Daerah Tingkat II Sukohar-
jiog

!

C. Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

adalah ....
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adalah Dewan Ferwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 171
Sukoharjo;

Dinas Feternakan adalah Dinas

-Feternakan Kabupaten Daerah Ting-

kat II Sukoharjo;

BRagian Hukum adalah Bagian Hukum
pada Sekretariat Wilayah/Daerah
Tingkat II Sukoharjo;

Pemeliharaan adalah pemeliharaan
babi dibawah 11 ekor induk/dewasa
atau dibawah 50 ekor campuran vyang
dilakukan sebagai usaha =ampingan
dengan tujuan untuk mendapatkan

tambahan penghasilan;g

Ternak babi adalah Hewan/Ternak
babi vyang dipelihara oleh sesco-
rang dengan maksud untuk dipeliha-
ra dalam usaha meningkatkan penda-

patan;

Ijin adalah ijin tertulis pemeli-
haraan terndk babi yang diberikan
oleh Bupati Kepala Daerah;

Daerah

Kas Daerah adalah Kas
Suko-

Kabupaten Daerah Tingkat II
harjo.

BAE 11
PERIJINAN
Fasal 2

(1) Setiap orang yang akan menyeleng”

garakan
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garakan pemeliharaan babi
dibawah 11 ekor induk/dewawa,
atau dibawah 3@ ekor campuran
harus mendapatkan ijin dar-i
Pupati Kepala Daerah.

Untuk mendapatkan ijin sebagaima-
na dimaksud ayat (1) Pasal ini,
diatur lebih lanjut oleh Bupati

Kepala Daerah.

]

(2)

Pasal =

Bupati Kepala Daerah dapat menga-
bulkan atau menolak permohonan
ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2
ayat (1) Peraturan Daerah ini,
setelah mendapat pertimbangan

dari Dinas Peternalan.

(1)

(2) Untuk memberikan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini, terlebih dahulu
mengadakan penelitian administra-
si, fisik, tehnis dan lokasi
tempat pemeliharaan ternak babi
atau rencana tempat pemeliharaan.

Fasal 4

(1) 1jin yang dikeluarkan berlaku
selama pemeliharaan ternak babi
Yang bersangkutan masih berjalan.

:erhadap ijin sebagaimana dimak-

Ud ayat (1) Pasal ini dilakukan
Eendaftaran ulang setiap 3 (tiga)
ahun sekali.

(3) Ijin ws e
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(%) Ijin tidak dapat dipindah tangan-
kan.

BAE II11I

FENCABUTAN TIJIN FEMEL IHARAAN

Pasal D

Ijin dapat dicabut apabila :

a. Tidak mengajukan daftar ulang
setelah 3 (tiga) kali diperingat-
kan:

b. Melanggar syarat—syarat Y Aang

ditentukan dalam ijing

c. Menyataitan menghentikan usahanya
secara artulis;

d. Mempercleh ijin secara tidak sah.
Fasal é

Tatacara pencabutan ijin dilakukan
sebagai berikut 3

a. Sebelum diadakan pencabutan ijin,
vang bersangkutan diberi peringa-

tan dengan mencantumkan alasan-—
alasannya;

b. Apabila peringatan tersebut tetap
tidak diperhatikan/diindahkan oleb
bersangkutan, maka ijin dicabut.

N BAB IV
KETENTUAN TEMPAT FEMELIHARAAN ©
Pasal 7

Tempat <"
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Tempat, pemel}haraan ternay he

o pagaimana dimaksud Pada Par';dbl

G (1) Feraturan Daeran iniigsaruz
5

ayat i ersyarat
memenUhl. P yaratan tempat Sebagaj

Deri“”t

Memenuhi syarat sanitasi tempat~

rempat umum;

Tempat peruntukan sebagai lokasi
b. pengembangan ternak babij;

persyaratan lain yang diatur

an
- gleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal B
pemelihara ternak biabi diwajibkan
untuk =
2, Menjaga kebersihan kandang dan
memeriksakan kesehatan ternaknya

pada Dinas Feternakan dengan beaya
Rp. 250,0@/ekar, yang dilaksanakan
setiap satu tahun sekalij;

b. Mentaati peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

€. Memenuhi kewajiban-kewajiban lain
vang diatur oleh Bupati Kepala
Daerakh,

Pasal 9

liharaan ternak babi dilarang :

a. Membuang ..s.
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a. Membuang kotaoran/limbah

(1)

202

s 9 3 ternak
babi ke tanah milik oran lain

terutama yang mengakibatkan Pence-
maran lingkungan;

Mengumbar ternak babi di pekaran-

gan vyang bukan miliknya sendirji,
tempat umum.

BAB VI
RETRIBUSI
Pasal 10

Untuk mendapatkan ijin pemeliha-
raan ternak babi dikenakan Retri-
busi tiap ekor Rp. 258,080 (dua
ratus lima puluh rupiah).

(2) Hasil Retribusi sebagaimana

dimaksud ayat (1) Pasal ini
seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB VII

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1)

(2)

(3)

FPasal 11

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini

diserahkan kepada Dinas Feterna”
kan.

Pembinaan Pemeliharaan tefnai
babi diserahlan kepada  Dinas®
Peternakan dan Instansi terkait.

: an
Pengawasan atas pelaksanf;1
- AT
Peraturan Daerah .ini dituga®
kepada Bagian Hulouma.

(4) un tuk
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: Comenad ,
(4) LIn tulk NnJang L“qgn,‘“
gional dan pvnunWaﬁm",“
kan beaya oper AS{ona) | Ty
N o , AN ee
nya dite tapknn (lﬂnqm, Ko .
Bupati Kepala Dappy), tan TR
pL‘ng dalam A”(_“J(-‘rq‘r' r‘nn(’ana,“n
dan Relanja Daeran Vnhu[u?%n
paerah Tingkat JI Sukohar—j 6.

'y

“'l'l‘-‘.“

BAR VIII
FENYIDIKAN
Pasal 12

' enyidik Folisi Republ ik
Se}algsiap :éng bertugas menyidilk
quggk pidana sebagaimana dimaksud
;:?am Feraturan Daerah ?ni dapat juga
dilakukan oleh Pgnyldik Fegawati
Negeri Sipil (FPNS) dilingkt..mgan
Pemerintah Daerah yang pengangka?an
dan kewenangan dalam mgnjalankan
ditetapkan sesuai dengan

tugasnya
peraturan Ferundanag—-undangan yang
berlaku.

BAB IX

KETENTUAN FIDANA
Fasal 13

mﬂa”ggaran terhadap ketentuan-
;?h"ann tersebut Fasal 2 ayat (1),
el B, 9 dan Fasal 10 ayat (L)
D?;ftura" Daerah ini diancam ("t."fll'j.fl;l
Gn;na kL“”‘-“"Qan sﬂvlanmr-lanwu1yd' .:
i”Qm? bulan ataqy denda su1t1nuq1h
r“mg:nyé Rp. SA.00V,V0 (lima pulu
Upiah)
BAR X .+
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BAE X
KETENTUAN FERALIHAN
Fasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam
Peraturan Daerah ini akan diatur
lebih lanjut oleh PBupati Kepala

Daerah sepanjang mengenal pelaksa-
naannya.

Fasal 15
Sejak berlakunya Feraturan Daerah
ini, Feraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor =
Tahun 19780 tentang Femeliharaan EBabi
vang diundangkan pada tanggal 17

Desember 1971 dinyatakan tidak berla-
ku lagi.

BAB XI
KETENTUAN FENUTUP
Pasal 16

Feraturan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat menge™
tahuinya, memerintahkan pengudangan
Feraturan Daerah ini dengan penempa~
tannya dalam Lembaran Daerah Kabupa~™
ten Daerah Tingkat II Sukohario.

Sukoharjogsse s
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Sukoharjo, 11 Pebruari 1993

pERWAKILAN RAKYAT _ BUFATI KEFPALA DAERAH
;22,4 KABUFATEN DAERAH TINGKAT 11 SUKDOHARJD
\GKAT II SUKOHARJO
” KETUA
ttd ttd

EBENI Drs. SETYAWAN SADONO
so
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DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah
Tanggal 7 Mei 1993 No. 188.3/225/1993
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT 1

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd

SARDJ I T O, SH
NIFP. 5DDORZI43I7=

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukohario
Nomor : 14 Th. 1993 Seri B No. 6
Fada Tanggal : 28 Mei 1993

Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd

Drs. BAMEBANG SOETEDJO
Fembina Tk. I
NIP. B12056240
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